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Abstrak
 

Marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. bahkan

jika memahami konteks sejarah keberadaan manusia dari sudut pandang agama, maka hakekatnya

marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi ketika manusia pertama ada dimuka bumi. Perkembangan

sejarah kemudian mencatat bahwa marjinalisasi itu tidak semakin berkurang melainkan justru meningkat

dan mengakar dalam bentuk budaya dan nilai-nilai estetika yang diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh

sebagan besar manusia, bahkan terkadang termasuk perempuan itu sendiri. SItuasi ini lalu melahirkan sistem

budaya patriarkhis yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarkhis ini semakin kuat

berakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam

masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan

kaum perempuan.

Pentingnya mempengaruhi keijakan negara agar kebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak

dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan pressure

guna melahirkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan pressure terhadap Negara hanya dapat dilakukan oleh

kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (Bargaining position) yang seimbang atau lebih kuat

dengan negara.

Dalam konsep Gramscy, keseimbangan posisi tawar antara gerakan peempuan, yang lalu direpresentasikan

sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan

pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan

oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan.

Pada fase ini Gramscy menyebutnya sebagai gerakan 'counter hegemoni' dimana kaum perempuan mampu

tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.

Dalam upaya melakukan counter hegemoni, kaum perempuan, sebagaimana disebutkan diatas, harus

memiliki posisi tawa (bargaining position) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh

banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media industri

menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih

luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu media

industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini

disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat anatara media industri dengan masyarakat itu

sendiri.

Marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. bahkan

jika memahami konteks sejarah keberadaan manusia dari sudut pandang agama, maka hakekatnya

marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi ketika manusia pertama ada dimuka bumi. Perkembangan

sejarah kemudian mencatat bahwa marjinalisasi itu tidak semakin berkurang melainkan justru meningkat

dan mengakar dalam bentuk budaya dan nilai-nilai estetika yang diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh
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sebagan besar manusia, bahkan terkadang termasuk perempuan itu sendiri. SItuasi ini lalu melahirkan sistem

budaya patriarkhis yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarkhis ini semakin kuat

berakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam

masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan

kaum perempuan.

Pentingnya mempengaruhi keijakan negara agar kebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak

dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan pressure

guna melahirkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan pressure terhadap Negara hanya dapat dilakukan oleh

kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (Bargaining position) yang seimbang atau lebih kuat

dengan negara.

Dalam konsep Gramscy, keseimbangan posisi tawar antara gerakan peempuan, yang lalu direpresentasikan

sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan

pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan

oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan.

Pada fase ini Gramscy menyebutnya sebagai gerakan 'counter hegemoni' dimana kaum perempuan mampu

tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.

Dalam upaya melakukan counter hegemoni, kaum perempuan, sebagaimana disebutkan diatas, harus

memiliki posisi tawa (bargaining position) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh

banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media industri

menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih

luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu media

industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini

disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat anatara media industri dengan masyarakat itu

sendiri.

Yang menjadi masalah adalah ketika Media Industri, sebagai elemen penting untuk mengenalkan posisi

tawar kaum perempuan terhadap negara,justru berperan sebagai pendukung budaya patrlarkhis yang berlaku

ditengah masyarakat. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi gerakan kaum perempuan ketika

negara, yang juga memiliki kepentingan dengan media industri, memanfaatkan kekuasaannya untuk

melakukan perselingkugan social (social conspiration) dengan media industri. Social conspiration antara

negara dengan media Industri sangat mungkin terjadi terutama jika para pemilik media Industri itu adalah

bagian dari masyarakat politik atau memiliki kepentingan dengan masyarakat politik yang berkuasa.

Media Industri, sebagai sebuah lnstitusi yang memiliki Ideology kapital, memang bukan tidak mungkin

dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide ide nya, terutama jlka mengingat

bahwa Ideology kapilalis sangat menekankan pada orientasi financial (profit oriented). Orientasi financial

ltu sendiri sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media Industri mampu meraih peminat

dikalangan masyarakat. Masyarakat sendiri, meski dengan pola budaya patriarkhis yang mereka miliki,

sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media

Industri.

Rasa keingintahuan masyarakat terhadap hal hal baru maupun situasi yang sedang berkembang ditengah

mereka merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk ?memaksa' media

Industri berperan sebagai sarana sosialisasi perjuangan mereka. Diperlukan upaya yang cerdas dan konsisten

dari kaum perempuan untuk terus mengangkat lsu lsu perjuangan agar mampu bermain dalam ?arena pasar?



yang laku jual agar dapat terus memaksa media Industri berperan sebagai sarana sosialisasi mereka sehingga

pada akhimya dapat tercipta opini publik yang lebih mendukung Ide Ide yang mereka perjuangkan. Opini

publik inilah yang lalu akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menalkan posisi tawar mereka

terhadap negara.

Perjuangan counter hegemoni kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara

parsial / terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun "fighting movement"

seorang Dewi sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya yang ada

bahkan pada tataran "melintas tembok" sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa ?ideologi pembebasan'

ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi

dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk

mencapai tujuan. Dan energi besar itu adalah ?collective will' dari kaum perempuan Itu sendiri. Dari sini

jelas bahwa menjadlkan "collectlve will" sebagal sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan

agar ide ide perjuangan kaum perempuan Itu memiliki energi yang konstant dan Signifikan.

Disertasi ini menggunakan metode Analisis isi Kualitatif untuk menemukan tema-tema utama yang

dikandung dalam teks Kompas dan Media Indonesia yang berhubungan dengan proses perjuangan kaum

perempuan meraih kuota 30 persen di Parlemen.. Untuk memahami dan mengangkat realitas dlbalik realitas

yang muncul, termasuk dalam menganalisis isi kedua Media tersebut, dl pakai paradigma kritikal dengan

menggunakan teori Marxist Humanist Antonio Gramsci sepertl konsep hegemonl-counter hegemonl antara

masyarakat sipll dan masyarakat politlk dengan menyimak peran media massa diantara keduanya.

Beberapa temuan yang dapat disimpulkan diantaranya :

1. Sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh negara bahkan oleh sebagian

perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan.

2. Kaum Perempuan butuh Ideologl yang komunal untuk menjamin kontinultas perjuangan yang memang

belum selesal, dan Ideology yang dltawarkan adalah "collective wiIl", sementara kesetaraan dan keadilan

gender serta ?pembebasan' Iebih merupakan tujuan.

3. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilal nilal kapitalis Industri media untuk dapat meraih

dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikan posisi tawar mereka

terhadap Ideology dominan negara.

4. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Quota 30 % hanya merupakan affirmative action menuju

situasi yang Ieblh ideal bagi kaum perempuan. Gerakan counter hegemoni kaum perempuan Indonesia baru

berada pada fase awal.


